PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 1 TAHUN 1962 (1/1962)
TENTANG
PEVANGGE LAN DAN PENGERAHAN SEMUA WARGA NEGARA
RANGKA MOBI LI SASI UMUM UNTUK KEPENTI NGAN KEAVANAN
DAN PERTAHANAN NEGARA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang;

1.

op

Qo

1962;

bahwa untuk nenpertinggi serta nenggal ang kewaspadaan Nasi onal

dal am rangka keamanan dan pertahanan Negara perlu nenggal ang
dan nengerahkan senua potensi nasional dari seluruh |apisan
masyar akat kearah perjoangan Negara, sesuai dengan program
Penmerintah serta sifat dan azas pertahanan Negara, yaitu
pertahanan rakyat total, yang terlatih dan teratur dibawah
pi npi nan Peneri nt ah;

bahwa untuk nmewjudkan penggal angan dan pengerahan segal a
pot ensi nasi onal tersebut perlu dipersiapkan nobilisasi unmum

yang nengatur tentang pengerahan, penggal angan dan penggunaan
segala potensi yang diperlukan, serta untuk nenyal urkan
spontanitet rakyat guna nenyi apkan diri secara sukarel a turut

aktif dalam usaha penbebasan Irian Barat pada khususnya dan
dal am usaha peneli haraan keamanan dan pertahanan Negara pada
umumya,;

bahwa wuntuk nenperoleh hasil yang sebesar-besarnya senua
tenaga dan kekuatanyang dikerahkan perlu dilatih terlebih
dahul u, bai k untuk kepentingan perlawanan aktif, maupun untuk
cadangan unumn

bahwa ber hubung dengan itu dirasa perlu segera nengel uarkan
ket ent uan- ket ent uan yang nengatur penanggilan dan pengerahan
semua Warga Negara dalam rangka Mbilisasi Uwm untuk
kepenti ngan keamanan dan pertahanan Negar a;

bahwa karena keadaan yang nenaksa soal tersebut perlu diatur

dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat :

Pasal 22 dan 30 Undang-undang Dasar;

Ketetapan MP.RS. RI1. No. II/MPRS 1960 Lanpiran A Bab 111l
No. 54, 60 dan 61;

Tri Komando Rakyat tanggal 19 Desenber 1961,

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 618 tahun 1961
tanggal 11 Desenber 1961 tentang Penbentukan Dewan Pertahanan
Nasi onal

Mendengar Musyawar ah Kabinet Kerja pada tanggal 24 Januari

MEMUTUSKAN :

Menet apkan



Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Penmanggil an
dan Pengerahan senmua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Urum
unt uk kepenti ngan Keamanan dan Pertahanan Negar a.

BAB |
TUJUAN DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Presi den/ Pangl i ma Tertinggi Angkatan Perang Republik | ndonesia
set el ah nmendengar Dewan Pertahanan Nasi onal nenyatakan Mobilisas
Urum dan nenerintahkan pemanggilan dan pengerahan Warga Negara
unt uk kepentingan keamanan dan pertahanan Negar a.

Pasal 2.

Pemanggil an dan pengerahan \Warga Negara dalam rangka
Mobi lisasi Umum untuk Kkepentingan keamanan dan pertahanan Negara
t er maksud pada pasal 1 bertujuan :

a. mengi kut - sert akan rakyat dal am pertahanan Negar a;

b. menper si apkan perlawanan rakyat aktif dan cadangan umum yang
teratur dan terlatih untuk nmenbantu kesat uan-kesat uan Angkat an
Perang pada khususnya dan Angkatan Bersenjata pada unumya
yang nerupakan inti pertahanan, baik didalam nel akukan
per t enpur an- pert enpur an, maupun dal am wusaha dalam usaha
di bi dang pertahanan sipil;

c.menberi kan latihan-|ati han kepada nereka itu nengenai hal- hal
yang bersangkutan dengan tujuan kewajiban dan persiapan
t ersebut pada huruf a dan huruf b diat as.

Pasal 3.

(1) Setiap Warga Negara |Indonesia, baik Iaki-laki maupun
wanita, yang berunmur antara 18 sanpai dengan 48 tahun, dapat
diwaj i bkan untuk nenjal ankan kewaji ban-kewajiban dalam rangka
penyel enggaraan pertahanan sipil, serta kewajiban untuk nengi kut
| ati han-1ati han yang ber hubungan dengan kewaji ban it u.

(2) Setiap Warga Negara baik |aki-laki maupun wanita, yang
berumur antara 18 sanpai dengan 40 tahun, dapat diwajibkan
nmenj al ankan kewaj i ban-kewaj i ban untuk nenbantu Kesatuan-kesatuan
Angkat an Perang pada khususnya dan Angkatan Ber senjata pada unumya
dal am nel akukan  pert enpuran-pertenpur an, bai k dalam bent uk
per | awanan rakyat aktif, maupun dalam bentuk cadangan unmum yang
terlatih dan teratur, berikut segala kewajiban guna nengikuti
segal a | ati han-1 ati han yang di perl ukan

Pasal 4.

Kewaj i ban- kewaj i ban sebagai nrana yang di naksud dal am pasal 3,
di | aksanakan sedapat nungkin dengan tidak nengurangi kewajiban
bel aj ar, nerugi kan mata pencahari an atau nerugi kan vitalita sesuatu
per usahaan atau badan.



BAB |1

PELAKSANAAN
Pasal 5.
(1) Mereka yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dapat
di panggi| nenjal ankan kewaj i ban- kewaj i ban dal am penyel enggar aan
pertahanan sipil, baik pekerjaan-pekerjaan dibidang kewaspadaan

keamanan/ pertahanan maupun di bi dang sosi al dan tehnis yang
ber maksud :

a. Ti ndakan- ti ndakan/ usaha- usaha untuk nenangki s, nengatasi dan/atau
nmenper keci | aki bat - aki bat dari pada serangan- serangan pihak
| awan, bai k yang tinbul dari dalam naupun dari | uar;

b. Ti ndakan- ti ndakan/ usaha-usaha untuk nenelihara, kelanjutan dan
kel ancaran roda penerintahan, ketertiban dan keamanan unum

c. Ti ndakan-ti ndakan/ usaha-usaha untuk nenelihara kesejahteraan
rakyat pada umunmya

d. Ti ndakan-ti ndakan/ usaha- usaha unt uk menel i har a kel anj ut an
kel ancaran roda perekonomi an;

e. Ti ndakan- ti ndakan/ usaha- usaha dal am r angka per | i ndungan
masyar akat .
Pekerj aan- pekerj aan dal am penyel enggar aan pertahanan sipil ini

secara Kkhusus dan terperinci akan ditentukan dalam Kketentuan
pel aksanaan pertahanan sipil tersendiri.

(2) Mereka yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dapat
di panggi | untuk nenjal ankan kewaj i ban- kewaj i ban bai k dal am hubungan
dengan tugas-tugas perlawanan aktif yang berupa gerilya,
infiltrasi, sabotase dan |ain sebagainya, maupun bantuan secara
| angsung terhadap tugas-tugas tenpur kepada Kesatuan-kesatuan
Angkatan Perang pada khususnya dan Angkatan Bersenjata pada
unmumya.

Pasal 6.

(1) Pemanggil an dan penerinmaan terhadap mereka yang tersebut
dal am pasal 3, dilakukan ol eh Menteri Keamanan Nasional yang dal am
pel aksanaannya nenurut keadaannya dapat mnenbentuk suatu badan
khusus untuk keperluan itu.

(2) Untuk kelancaran penanggilan dan peneriman tersebut
dal am ayat (1) pasal ini, di Daerah-daerah Tingkat | dan II
di bentuk pul a suatu badan khusus sesuai dengan ayat (1) pasal ini
dan ditingkat Kecamatan nenurut keadaan setenpat dapat di bentuk
pul a suatu badan khusus tadi.

(3) Susunan, tugas dan tanggung-jawab dari pada badan khusus
t er sebut akan di atur dal am ketentuan tersendiri .

(4) Tata cara penanggilan, penerinmaan, pendaftaran dan
penyari ngan akan di atur dal am ket entuan pel aksanaan tersendiri.

Pasal 7.



Para pem npin sekol ah/ perguruan tinggi/universitas, pinpinan
| awat an/ badan/ perusahaan, majikan dan |ain-Iainnya yang nenbawahi
nmer eka tersebut dalam pasal 3, wajib nenbantu terlaksananya segal a
ket ent uan yang di perunt ukkan bagi nereka pada waktu nereka neneri nma
panggi | an sebagai mana yang di maksudkan dal am pasal 5.

BAB I1I1.
PENGGUNAAN.
Pasal 8.

(1) Mereka vyang dipanggil tersebut dalam pasal 5 ayat (1),
penggunaannya dapat dibagi-bagi dalam ronbongan-ronbongan ataupun
di bagi dal am regu-regu penugasan, sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan
dan tugas-tugas yang di perl ukan di dal am penyel enggaraan pert ahanan
sipil yang akan diatur kenudi an dalam suatu ketentuan pel aksanaan
pertahanan sipil tersendiri.

(2) Mereka yang dipanggil tersebut dalam pasal 5 ayat (2),
penggunaannya dapat di bag-bagi dalam ronbongan-ronbongan yang
di perl ukan dan akan ditugaskan nenbantu Kesat uan-kesatuan Angkat an
Perang pada khususnya dan Angkatan Bersenjata pada unummya.
Ket ent uan- ket ent uan nengenai hal ini akan diatur tersendiri.

BAB | V
POKOK- POKCK PENDI DI KAN DAN LATI HANL
Pasal 9.
(1) Mereka yang dipanggil untuk penggunaan sebagai nana
t ersebut dal am pasal 8 ayat (1), diberikan |atihan-latihan :
a. Dasar-dasar keperajuritan yang neliputi latihan phisik dan

nment al ;
b. Lati han-| ati han khusus sesuai dengan penbagi an regu-regu
penugasan pertahanan sipil.

(2) Mereka yang dipanggil untuk penggunaan sebagai nana

t ersebut dal am pasal 8 ayat (2), diberikan |atihan-latihan :

a. Dasar-dasar Infanteri atau dasar-dasar pokok sesuai dengan sif at
masi ng- masi ng Angkat an;

b. Lati han-1latihan khusus yang sesuai pula dengan pekerjaan-
pekerjaan khusus yang di perl| ukan.

(3) Dal am penyel enggar aan pendi di kan dan | ati han
di pergunakan pelatih-pelatih dan alat perlengkapan |atihan dari
I i ngkungan angkat an perang pada khususnya dan angkatan bersenjata
pada unmumya dan t enaga-t enaga si pi | dalam | ingkungan
departenen/jawatan yang ada di daerah-daerah. Pel aksanaan dan
koordi nasi nengenai pendi di kan dan |atihan disel enggarakan ol eh
Penguasa Perang Daerah/Penguasa Darurat MIliter Daerah/Penguasa
Darurat Sipil Daerah/ Qubernur Kepal a Daerah di masi ng-nmasi ng daer ah

BAB V
ADM NI STRASI DAN PEMBI AYAAN.



Pasal 10.

(1) Penbiayaan untuk keperluan pel aksanaan peraturan ini
di bebankan kepada anggaran bel anj a khusus.

(2) Hal-hal lain yang berhubungan dengan adm nistrasi
khusus untuk pel aksanaan peraturan ini, akan diatur tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN Pl DANA.

Pasal 11.

(1) Peraturan-peraturan hukum pidana tentara dan disiplin
tentara berl aku untuk nereka yang disebut pada pasal 3 dari sejak
nmereka dipanggil dan selama nereka nengi kuti/menjalani |atihan-
| ati han/ pekerj aan- pekerjaan/ kewaj i ban- kewaj i ban seperti ternmaksud
pada pasal 5.

(2) Apabila seseorang tersebut pada ayat (1) pasal ini dalam
masa tersebut dal am ayat itu nel akukan sesuatu tindak pidana, naka

ia diadili ol eh pengadilan dal am | i ngkungan peradil an ket ent ar aan.
Pasal 12.
(1) Mereka yang tersebut pada pasal 7, ialah pemnpin
sekol ah/ per gur uan tinggi/ universitas, pi npi nan  j awat an/ badan/
per usahaan, majikan dan lain-lainnya, yang nenbawahi nereka

t ersebut pada pasal 3, yang dengan sengaj a tidak mau nenbantu atau
dengan sengaj a menghal ang-hal angi terl aksananya ket ent uan-ket ent uan
tersebut pada pasal 5 berhubungan dengan pasal 3, di hukum dengan
hukuman penjara 5 tahun.

(2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adal ah
kej ahat an.

BAB VI
PENUTUP.

Pasal 13.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada hari di undangkan dan berlaku surut hingga tanggal 19 Desenber
1961.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Pebruari 1962.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.



SUKARNO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1962.
Sekretaris Negar a,
ttd.
MOHD. | CHSAN
CATATAN
Kut i pan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sumber : LN 1962/ 8



